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Abstrak: Sudah banyak peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai 
acuan dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia, termasuk sebagai pedoman dalam 
proses perceraian, ternyata tidak mampu membendung jumlah perceraian dalam 
masyarakat, bahkan jumlahnya terus saja meningkat dari tahun ke tahun. Dalam 
kondisi semacam ini berarti ada beberapa kekurangan dalam materi perundang-
undangan tentang perkahwinan yang perlu disempurnakan, supaya pasangan suami 
isteri tidak sembarangan dan mudah melakukan perceraian. Karena sekalipun 
perceraian dibolehkan, namun proses pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif 
dan penuh kehati-hatian, agar bisa diminimalisir dampak kerugian dan kemudaratan 
yang muncul di kemudian hari. Setelah dilakukan analisa dan penelitian mendalam 
terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkahwinan, ternyata 
ada 2 (dua) masalah pokok yang perlu disempurnakan secara mendesak, supaya 
orang tidak mudah dan sembarangan melakukan gugatan perceraian. Kedua masalah 
pokok yang disempurnakan dimaksud, yakni: 1) penyempurnaan materi perundang-
undangan perkahwinan yang berkaitan dengan alasan-alasan yang dibolehkan dan 
tidak dibolehkan dalam melakukan perceraian, 2) penyempurnaan materi perundang-
undangan perkahwinan yang berkaitan dengan kriteria penentuan mediator (hakam) 
dalam menyelesaikan sengketa perkahwinan atau gugatan perceraian.
Kata kunci: penyempurnaan, Materi Undang-undang No. 1 Tahun 1974, penurunan 
jumlah perceraian
LATAR BELAKANG MASALAH
Sudah 39 tahun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawian, sudah 22 
tahun Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam 
(KHI), kemudian sudah puluhan tahun Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH.
Prdt) dijadikan sebagai pedoman dalam perkahwinan dan perceraian di Indonesia, 
ternyata peristiwa perceraian terus saja terjadi, bahkan jumlahnya mengalami 
peningkatan dari tahun ke tahun. Buktinya, jumlah kasus perceraian yang terjadi tahun 
2011 mencapai 1.900 kasus. Sedangkan kasus perceraian pada tahun 2012 mencapai 
2.321 (Antara Sumut, 25 Februari 2012).
Data yang dirilis Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI menunjukkan bahawa 
jumlah penduduk Indonesia yang menikah tahun 2012 sebanyak dua juta orang, 
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sementara 285.184 perkara yang berakhir dengan perceraian (Eksponews.com, 16 
Februari 2012).
Adanya peningkatan jumlah perceraian untuk setiap tahunnya menunjukkan 
adanya permasalahan yang terjadi di dalam materi peraturan perundang-undangan 
yang berkaitan dengan perkahwinan yang perlu segera disempurnakan, terutama 
menyangkut:1) alasan-alasan yang membenarkan perceraian dan 2) pensyaratan orang 
yang menjadi mediator dalam menyelesaikan gugatan perceraian yang diatur dalam 
perundang-undangan.
Memang perceraian dibolehkan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1-3) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah 
RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. 
Kemudian perceraian juga dibolehkan menurut Pasal 116 ayat (1-8) Kompilasi Hukum 
Islam (KHI), dan juga menurut Kitab Hukum Perdata (KUH. Pdt) BAB X tentang 
Pembubaran Perkawinan Bagian 3 Pasal 209.
Sekalipun kebolehan melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam undang-undang 
di atas, bukan berarti perceraian dapat begitu saja dilakukan dengan mudah, tetapi 
harus memenuhi alasan perceraian yang layak, setelah dilakukan mediasi terlebih 
dahulu oleh mediator yang kompeten untuk menyelesaikan setiap gugatan perceraian, 
sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam setiap kali terjadi perceraian.
Oleh karenanya, penentuan alasan perceraian dan kriteria menjadi mediator 
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku selama ini, 
memang perlu ditinjau kembali dari segi layak tidaknya dipertahankan pada kondisi 
kehidupan sekarang, baik menurut ketentuan dari Allah, mahupun menurut logika 
dan fitrah kemanusiaan. Karena dengan mempergunakan materi perundang-undangan 
perkahwinan yang berlaku selama ini, ternyata kasus perceraian terus saja terjadi, 
bahkan jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun. 
Tidak dapat dipungkiri bahawa sebagian besar dari syarat-syarat perceraian dan kriteria 
penentuan seseorang menjadi mediator yang diatur di dalam perundang-undangan 
merupakan produk dan hasil pemikiran (ijtihad) manusia semata yang mungkin cocok 
pada suatu masa dan tidak cocok  pada masa yang lain atau cocok pada masyarakat 
tertentu dan tidak cocok untuk masyarakat yang lain. Lagi pula, setiap hasil pemikiran 
manusia dapat saja dirubah kapan saja dan di mana saja, jika memang dirasa perlu 
demi mendatangkan manfaat yang lebih besar dan menolak berbagai-bagai kesukaran 
dan kerosakan yang ada.
Berbagai-bagai alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam undang-undang 
perkahwinan, sudah pantas dan layak dilakukan penyempurnaan, pembaharuan dan 
revisi yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia dengan tetap 
berpedoman pada Al-Quran dan Hadis, sehingga materi hukum yang dibentuk sesuai 
dengan cita-cita hukum (rechtsidee) dan perasaan hukum (rechtsgevool) masyarakat. 
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Para pengambil keputusan atau pejabat yang berwenang harus berani membuat 
terobosan baru dalam upaya penyempurnaan materi peraturan perundang-undangan 
yang berkaitan dengan perkahwinan, terutama menyangkut  alasan-alasan yang 
membenarkan perceraian dan kriteria seseorang menjadi mediator dalam menyelesaikan 
gugatan perceraian. 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Banyaknya jumlah perceraian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat bukan hanya 
disebabkan oleh pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh salah satu pihak dari 
suami maupun isteri semata, melainkan juga disebabkan oleh kurang tegas, adil dan 
manfaatnya materi perundang-undangan yang berkaitan dengan perkahwinan, terutama 
menyangkut alasan-alasan dalam melakukan perceraian dan juga terjadi kelemahan 
dalam menentukan kriteria seorang menjadi mediator dalam menyelesaikan gugatan 
perceraian. Oleh karenanya perlu dilakukan penyempurnaan secara mendesak, 
supaya tidak terjadi kemudahan bagi seorang suami mahupun isteri untuk melakukan 
perceraian. Upaya penyempurnaan dimaksud dilakukan terhadap 2 (dua) masalah 
pokok penting, yakni:
Penyempurnaan Materi Peraturan Perundang-undangan Perkawinan dalam 
Penentuan Alasan Melakukan Perceraian
Setelah dilakukan analisa mendalam terhadap alasan-alasan perceraian yang dituangkan 
dalam Pasal 39 ayat (1-3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkahwinan, 
jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata ada sebagian alasan perceraian yang 
tidak layak lagi dipertahankan sebagai alasan untuk melakukan perceraian. Sebab 
beberapa alasan perceraian yang diatur di dalamnya merupakan alasan perceraian yang 
berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan keinginan dari suami mahupun isteri. 
Alasan perceraian jenis ini tidak layak lagi dipertahankan sebagai alasan perceraian, 
karena akan merugikan dan menimbulkan penderitaan bagi salah satu pihak. Oleh 
karenanya, dalam rangka penyempurnaan alasan-alasan perceraian yang telah diatur 
dalam undang-undang perkahwinan, maka perlu disempurnakan dengan membagi 
alasan-alasan perceraian tersebut dalam 2 (dua) macam, yakni: 
1. Alasan yang dibolehkan melakukan perceraian. Setiap pelanggaran dan 
kejahatan yang dilakukan oleh suami atau isteri dengan sengaja adalah menjadi 
alasan dibolehkannya melakukan perceraian. Terbukanya pintu perceraian 
dikarenakan oleh adanya unsur kesengajaan dalam melakukan tindak 
kejahatan dan pelanggaran, sehingga menimbulkan penderitaan, penindasan, 
ketidaktenangan bagi salah satu pihak. Adapun beberapa alasan perceraian yang 
termasuk dalam kategori dibolehkan melakukan perceraian adalah:
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, 
dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
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b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-
turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain 
di luar kemampuannya;
c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 
membahayakan pihak yang lain;12
d. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya 
ketidakrukunan dalam rumah tangga;13
e. Sengaja tidak memberikan nafkah lahir dan batin.
 Kelima jenis kejahatan dan pelanggaran di atas merupakan pelanggaran dan 
kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh suami mahupun isteri. Jika salah 
satu dari kelima alasan perceraian di atas dilakukan oleh suami atau isteri dengan 
sengaja, maka salah satu pihak yang merasa dirugikan dibolehkan melakukan 
gugatan perceraian, karena pintu perceraian terbuka dengan menggunakan salah 
satu dari kelima jenis tindakan di atas. Sebaliknya, jika pihak yang melakukan 
salah satu dari kelima jenis pelanggaran dan kejahatan tersebut mengakui akan 
kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali, 
sementara pihak yang merasa tertindas, tersakiti memaafkannya, maka pintu 
perdamaian tetap terbuka.
 Alasan-alasan perceraian jenis ini merupakan alasan perceraian yang memerlukan 
penyelesaian bersifat dharuriy  (penyelesaian yang amat segera dan mendesak 
dilakukan) dikarenakan alasan perceraian tersebut muncul diakibatkan oleh 
adanya unsur kesengajaan yang menimbulkan kemudaratan, kekacauan rumah 
tangga dan penindasan, sehingga diperlukan penyelesaian yang bersifat dharury, 
demi menghindari berlarutnya permasalahan rumah tangga yang kemungkinan 
bisa menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kelangsungan rumah tangga.
2. Alasan yang dilarang melakukan perceraian. Setiap kondisi dan situasi di luar 
kemampuan dan kehendak suami atau isteri adalah menjadi alasan yang tidak 
dibolehkan melakukan perceraian. Tertutupnya pintu perceraian disebabkan 
oleh adanya kondisi dan keadaan di luar keinginan dan kemampuan suami 
mahupun isteri. Justeru dalam kondisi semacam ini, rasa cinta dan kasih sayang 
dari pasangannya sangat diharapkan. Sebab pasangan sejati adalah pasangan 
yang tetap cinta, setia dan taat baik dalam keadaan suka mahupun duka. 
Kalau kesetiaan datang pada saat situasi kesihatan dan kondisi ekonomi yang 
lumayan adalah sangat wajar, namun sesuatu yang luar biasa, jika kesetiaan 
tetap datang ketika ekonomi dan kesihatan dalam keadaan lemah. Suami atau 
isteri yang berada pada kondisi lemah, baik dalam bidang ekonomi mahupun 
12 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang   
 Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
13 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
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kesihatan harus diayomi, disayangi, dihibur dan diberi semangat hidup, agar 
ia bisa bangkit dan keluar dari kondisi keterpurukannya. Sungguh sangat tidak 
manusiawi, jika salah seorang dari suami mahupun isteri meninggalkan dan 
menceraikan pasangannya dalam kondisi lemah yang datang di luar kemampuan 
dan kehendaknya. Adapun kondisi dan keadaan yang dimaksud adalah;
a. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak 
dapat menjalankan kewajipannya sebagai suami/isteri. Mestinya alasan 
perceraian semacam ini tidak pantas dijadikan sebagai alasan yang 
membenarkan salah satu pihak melakukan gugatan perceraian, sebab 
terjadinya cacat badan atau penyakit pasca pernikahan yang menimpa 
pada diri salah seorang dari suami atau isteri bukan merupakan kehendak 
mereka, melain taqdir dari Allah SWT yang tidak bisa ditolak oleh siapa 
pun. Sungguh sangat tidak logis dan manusiawi jika seseorang tega 
menggugat cerai suami atau isteri dalam keadaan menderita cacat badan 
dan penyakit yang ia sendiri tidak menghendaki cacat badan atau penyakit 
itu menimpa dirinya. Justeru dalam kondisi semacam ini, perhatian dan 
kasih sayang dari salah satu pihak sangat diharapkan, demi memberikan 
motivasi dan semangat hidupnya;
b. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman 
yang lebih berat setelah perkahwinan berlangsung. Alasan perceraian 
semacam ini juga tidak pantas dijadikan sebagai alasan untuk melakukan 
gugatan perceraian, jika perbuatan yang menyebabkannya masuk penjara 
tidak berkaitan langsung dengan penodaan dan pengkhianatan terhadap 
ikatan perkahwinan, seperti perkelahian yang menyebabkan orang lain 
meninggal dunia, menabrak orang lain yang mengakibatkan meninggalnya 
pengguna jalan, dipenjara karena mempertanggungjawabkan tindak 
pidana anggota atau anak buah dan lain sebagainya. Perbuatan atau kondisi 
semacam ini bukan semata-mata karena kehendak dan keinginannya 
untuk mengkhianati janji perkahwinan yang dibuat sebelumnya. Jadi 
tidak layak dijadikan sebagai alasan untuk melakukan tuntutan perceraian, 
karena sekalipun perceraian dibolehkan dalam Islam, namun prosesnya 
harus hati-hati dan selektif sebagai bagian dari pengamalan ajaran Islam 
yang mempersempit pintu perceraian dan membuka lebar pintu menuju 
pernikahan yang sah;
c. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 
rumah tangga. Alasan perselisihan dan pertengkaran di sini merupakan 
alasan yang tidak terukur dan terkesan subjektif. Kalau perselisihan 
dan pertengkaran muncul dikarenakan oleh kebencian dan kecurigaan 
semata, tanpa disertai oleh bukti otentik, tidak boleh dan tidak layak 
dijadikan alasan untuk melakukan gugatan perceraian. Dalam hal ini 
Allah berfirman dalam QS. An Nisa/4:19 yang artinya:”dan bergaullah 
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dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai 
mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai 
sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. 
Hal yang senada dengan ini Allah berfirman dalam QS. Al Baqarah/2:216 
yang artinya:”boleh Jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik 
bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat 
buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.
 Ayat di atas menunjukkan bahawa perselisihan dan pertengkaran yang 
mengakibatkan kebencian terhadap salah satu pihak sehingga terjadi 
pertengkaran, tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk melepaskan 
ikatan perkahwinan, karena sesuatu yang tidak disukai boleh jadi ia 
dapat mendatangkan kebaikan pada masa mendatang. Perselisihan, 
pertengkaran, kebencian dan berbagai-bagai masalah tidak perlu ditakuti, 
namun harus dipecahkan dan dicari jalan keluarnya, sehingga rumah 
tangga tetap terbangun rumah tangga yang sakinah (penuh ketenangan), 
mawaddah(kasih sayang) dan warahmah (penuh dengan rahmat Allah).
 Keberadaan poin “3” ini dalam perundang-undangan selama ini telah 
mengakibatkan mudahnya pasangan suami isteri melakukan perceraian. 
Sebagai bukti, kebanyakan para pasangan suami isteri yang melakukan 
perceraian di pengadilan dengan menggaunakan alasan poin “3” di atas. 
Untuk itu, alasan yang termuat dalam poin”3” di atas harus ditiadakan 
demi menghindari banyaknya pasangan suami isteri yang melakukan 
perceraian di Indonesia.
Jika ingin jumlah perceraian dapat dikurangi, maka ketiga alasan perceraian di atas, 
harus dihapuskan dalam undang-undang perkahwinan, supaya pasangan suami isteri 
tidak mudah dan sembarangan melakukan gugatan perceraian di hadapan keluarga dan 
pengadilan. 
Andaikan masih ada gugatan perceraian dari suami mahupun isteri di muka pengadilan 
yang disebabkan oleh salah satu dari ketiga alasan perceraian di atas, maka hakim atau 
mediator harus menyelesaikan gugatannya lewat cara damai, bukan lewat perceraian. 
Bahkan putusan mediator terdahap alasan perceraian jenis ini mewajibkan kepada 
salah satu pihak untuk membantu, menyayangi dan melindungi pihak lainnya. Karena 
sengketa ini muncul di luar kemampuan diri suami mahupun isteri. 
Jadi perkahwinan tidak boleh putus dikarenakan oleh alasan yang tertera pada poin “b” 
di atas, karena manfaat yang akan diperoleh jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan 
kerugian yang akan datang. Pendapat ini didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh 
Ahmad dan At Turmudzi bahwa Nabi SAW bersabda:”Mana saja perempuan yang 
minta thalak kepada suaminya tanpa ada bahaya, maka haram baginya bau-bauan 
surga”.
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Hakim atau pihak yang menjadi mediator (hakam) tidak boleh memberikan putusan 
berupa perceraian dengan sengketa yang tidak jelas dan tidak terukur menurut hukum 
Islam, logika dan pertimbangan kemanusiaan.
Ada 2 (dua) jenis hukum yang terkandung dalam ayat-ayat thalaq, yakni: pertama, 
perintah melakukan perdamaian/mempertahankan rumah tangga (QS. An Nisa/4: 
34, Q.S. An Nisa/4: 35, QS. An Nisa/4: 128),  dan kedua, kebolehan melaksanakan 
perceraian (Q.S. Al Baqarah/2: 229, Q.S. Al Baqarah/2: 236, Q.S. Al Ahjab/33: 
49). Jika terjadi pertemuan dua hukum dalam masalah yang sama, yakni perintah 
melaksanakan perdamaian dan kebolehan melaksanakan perceraian, maka harus 
diutamakan pengamalan makna perintah daripada kebolehan. Sedangkan makna 
kebolehan melaksanakan perceraian sebagaimana yang terkandung dalam ayat thalaq 
hanya merupakan pengamalan yang terpaksa atau dalam keadaan darurat semata, 
bukan merupakan pilihan utama. 
Penyempurnaan Materi Hukum dalam Penentuan Kriteria Mediator dalam 
Penyelesaian Gugatan Perceraian
Setiap sengketa perkahwinan, khususnya gugatan perceraian yang diajukan ke 
pengadilan selalu melewati tahapan mediasi terlebih dahulu sebagaimana telah diatur 
dalam:
1. UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi: “Hakim yang memeriksa 
gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak”;
2. Arahan dari Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 yang menyebutkan bahawa 
sebelum perkara itu diperiksa harus lebih dahulu melalui tahapan mediasi 
sehingga diharapkan adanya perdamaian;
3. KHI Pasal 143 ayat (1) yang berbunyi: “Dalam pemeriksaan gugatan perceraian 
hakim berusaha mendamaikan kedua pihak”, ayat (2): “Selama perkara 
belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang 
pemeriksaan”;
4. KUH. Prdt BAB X Bagian 2 Pasal 202 yang berbunyi: “Bila pihak tergugat 
menyetujui tuntutan, pengadilan negeri harus memerintahkan, agar suami-istri 
itu secara pribadi bersama-sama menghadap seorang atau lebih hakim anggota, 
yang akan berusaha mendamaikan mereka.”
Implementasi dari beberapa peraturan perundang-undangan di atas, Pengadilan Agama 
telah menyediakan 10 (sepuluh) mediator dari luar, baik itu berasal dari advokat 
mahupun perguruan tinggi yang ikut membantu memberikan mediasi. Yang menjadi 
permasalahan selama ini bahawa kelayakan seseorang yang akan menjadi mediator 
dalam menyelesaikan setiap gugatan perceraian di Pengadilan umumnya didasarkan 
pada kriteria berikut:
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1. Adanya hubungan darah secara langsung dengan suami atau isteri yang sedang 
bersengketa (khusus mediator yang diangkat dari pihak keluarga);
2. Berdasarkan latar belakang pendidikan dan keahlian (khusus mediator yang 
diangkat dari perguruan tinggi);
3. Berdasarkan pengalaman beracara dan ketenaran (khusus mediator yang 
diangkat dari kalangan advokat).
Ternyata ketiga kriteria di atas tidak cukup memadai dijadikan sebagai kriteria dalam 
menentukan kelayakan seseorang menjadi mediator dalam menyelesaikan sengketa 
perkahwinan atau gugatan perceraian, melainkan harus disempurnakan lagi dengan 
menambahi beberapa kriteria berikut:
1. Memiliki kompetensi, kemampuan, wawasan yang luas dalam bidang:
a. Pengetahuan tentang hukum adat yang berlaku pada masyarakat asal 
suami atau isteri, khususnya menyangkut proses penyelesaian sengketa 
perkahwinan;
b. Akar permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.
2. Memiliki kebijaksanaan, kewibawaan dan ketokohan di tengah-tengah 
masyarakat.
Pendapat ini didasarkan pada Q.S. An Nisa/4: 35 sebagaimana difirmankan Allah: 
“jika dikhuatirkan ada persengketaan antara keduanya (suami isteri), maka kirimlah 
seorang mediator (hakam) dari keluarga laki-laki (min ahlihi)  dan seorang mediator 
(hakam) dari keluarga perempuan (min ahliha)”.
Digunakannya kata “ahlun” dalam Q.S. An Nisa/4: 35 di atas adalah untuk memberikan 
penekanan bahawa penunjukan mediator (hakam), selain melihat kedekatan silsilah 
darahnya, juga didasarkan pada kompetensi, kemampuan, wawasan yang luas dalam 
bidang hukum adat yang berlaku dalam masyarakat, khususnya menyangkut proses 
penyelesaian sengketa perkahwinan.
Kedua kriteria di atas harus menjadi pertimbangan utama bagi keluarga, masyarakat dan 
aparat penegak hukum dalam menunjuk seseorang untuk menjadi mediator (hakam). 
Jika kedua syarat di atas ada pada diri seseorang, maka ia yang harus diutamakan 
sebagai mediator, sekalipun tidak memiliki hubungan silsilah darah dengan keluarga 
yang bersengketa, asalkan keberadaannya sebagai mediator atas penunjukkan dari 
salah satu pihak suami mahupun isteri yang sedang bersengketa.
Pengertian kata “ahlun” sebagaimana terdapat dalam QS. An Nisa/4:35 di atas 
dapat dilihat dalam Kamus Al Munawwir yang berarti: berhak, patut menerimanya. 
Sedangkan pengertian lain dari kata “ahlun” adalah famili, keluarga dan kerabat 
(Ahmad Warson Munawwir, 1997: 46).
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Pengertian “ahlun” jika ditinjau dari terminologi memiliki dua pengertian, yakni: 
a) keahlian, b) keluarga atau kerabat dalam lingkungan masyarakat. Istilah “ahlun” 
dalam bahasa Arab adalah bisa diartikan sebagai penduduk yang memiliki aturan dan 
adat istiadat sendiri-sendiri sesuai kondisi, kebiasaan dan adat budaya yang berlaku 
di dalamnya (Muhammad Ali, Ash-Shabuni, 1985, hlm. 274). Oleh karenanya, utusan 
yang dikirim sebagai mediator dalam penyelesaian gugatan perceraian adalah orang 
yang memiliki keahlian dalam penyelesaian sengketa perkahwinan sesuai hukum adat 
yang berlaku di tengah-tengah masyarakat di mana penganten itu melangsungkan 
pernikahan atau adat istiadat di mana penganten itu berada. Jika memang keahlian 
dalam penguasaan adat terdapat pada keluarga dari suami dan isteri, maka yang 
menjadi mediator (hakan) adalah harus dari pihak keluarga mereka, karena akan lebih 
disegani, dihormati dan dipatuhi oleh kedua belah pihak yang bersengketa (Anwar 
Sadat Harahap, 2012, hlm. 170).
Sebaliknya, jika memang di antara kedua keluarga mereka tidak terdapat orang yang 
mampu memahami, mengetahui dan melaksanakan proses penyelesaian sengketa 
sesuai hukum adat yang berlaku, maka boleh diangkat pihak tokoh adat yang lain 
sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa perkahwinan di antara mereka. 
Asalkan mediatornya memiliki keahlian untuk menyelesaikan permasalahannya. Lagi 
pula ada prinsip dalam Islam bahawa menyerahkan sesuatu amanah atau pekerjaan 
kepada seseorang harus kepada ahlinya atau kepada orang yang kompeten dalam 
bidang amanah atau pekerjaan yang diserahkan kepadanya sebagaimana difirmankan 
Allah dalam QS. An Nisa/4:58: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”.
Ayat di atas secara tegas menggunakan kata”ahlun” yang berarti kelompok yang 
berhak menerimanya, yakni kelompok yang memiliki kompetensi dan kemampuan 
dalam memegang amanat. Oleh karenanya penekanan dari ”ahlun” adalah terletak 
pada kemampuan dan kopetensinya.
Jadi sebenarnya, pertimbangan utama yang menjadi diangkatnya seseorang menjadi 
mediator adalah pertimbangan kemampuan dalam menguasai dan mengetahui prosedur 
penyelesaian sengketa perkahwinan dengan menggunakan hukum adat di mana kedua 
mempelai berasal. Jika kompetensi semacam ini ada sama keluarga, maka mereka 
yang harus diutamakan sebagai hakam dalam menyelesaikan sengketa keluarganya, 
karena mereka lebih mengerti sifat, karakter dan tingkah laku dari keluarganya yang 
bersengketa.
Kalau proses pelaksanaan pernikahan dilangsungkan dengan menggunakan hukum 
adat tertentu, maka proses pelaksanaan penyelesaian sengketanya juga harus dilakukan 
melalui proses hukum adat yang sama. Prekuensi penggunaan hukum adat dalam 
pelaksanaan pernikahan, harus seimbang dengan prekuensi penggunaan hukum adat 
ketika melaksanakan penyelesaian sengketa perkahwinan yang ada. Karena dengan 
cara ini, akan sulit bagi seseorang untuk melakukan kejahatan dalam rumah tangga, 
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apalagi melakukan perceraian. Sebab, banyak hal dan jalan yang harus dilalui jika 
tetap menggunakan jalur adat dalam setiap penyelesaian sengketa pernikahan.
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